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A. Pendahuluan

Pada era reformasi saat i kialitas  palayanan publik  yang
diselenggarakan pemerintah menjadi salah satu indikator dad  kualitas
pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan proses
yang sangat strategis karena didalzamnya  berdangsung interaksi yang
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sangat intensif antara warga pangguna jasa pelayanan publik dan institusi
penyedia jasa pelayanan publik. Kualitas produk dan proses jasa palayanan
publik dapat diamati, dimilaj dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penilaian kinerja merupakan sesuatu yang =angat penting karena
dengan mengstabui kinera organisasi publik, dapat dijadikan sebagai
indikator keberhasilan suatu organisasi publik delam membarikan kepuasan
kepada masyarakal pengguna pelayanan publik. Informasi tantang kinerga
organisasi publik sangat bermaniaal uniuk menilai scjauhmana pelayanan
yang diberikan oleh suatu organisasi publik mampu memenihi luniutan
dan harapan masyarakal pengguna jasa pelayanan publik. Mengatahyi
infurmasi ientang kinerja, maka upaya untuk melakukan perbaikan dapat
dilakukan secara terarah dan sistemnatis, namun upaya untuk melzkukan
penilzian kinerja pada organizasi publik sangat jarang dilakukan,

Upaya pemerintah untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan
fungsi dan kedudukannya, telah ditempuh malalui langkah strategis untuk
mewujudkan kecamatan sebagai wjung fombak pelayanan pemerintah
kepada masyarakat yaitu dengan e-government dalam hal ini dengan
malaksanakan reformasi administrasi kependudukan dengan elektronik
karu Tanda Penduduk (e-KTF). Sistem a-KTP dilaksanakan agar basis
dala kependudukan terbangun secara akurat. Sisterm ini jugs dibuat demi
ketertiban Nomaor Induk Kependudukan (MIK) dan terbangunnya dokumen
kependudukan dalam kartu keluarga dan akla catatan sipil. Yogyakarta
termasuk dalam 187 kabupaten/koia selurth Indonesia yang dijadwalkan
rermiliki e-KTP pads tahun pertama 201 1.

sistem pembuatan Kanu Tanda Penduduk (KTF) vang sefama ini
ditzrapkan di Indonesia menyebabkan sesegrang mudzsh memiliki lebih
dari satu KTP. Hal ini memberi peluang adanya kecurangan dalem bantuk
duplikasi KTF yang biza berakibat fatal. Pazainya, KTP ganda lebih sering
digunakan unluk kejahatan atau tindakan knminal.

Polayanan publik oleh aparziur pamarnintah dewasa ini masih banyak,
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kuslitas vang
diharapkan masydarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagsi
keluhan masyarakal yang disampaikan melalui media massa, sehingga
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dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.
Mengingat fungsi utama pemerinlah adalah melayan masyarakal maka
pemenniah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

sebuah penalitian pasca reformasi terhadap 3 provinsi, masing -
masing Sumaira Barat, Daerah Istimews Yogyakaria dan Sulawesi Selatan
yang dilakukan oleh Dwiyanto stal. (2002) menyimpulkan bahwa kinera
pelayanan birekrasi publik di dasrah masih rendah, prakiek Korupsi Kolusi
Mepotisme (KKM) dalam pemenntahan dan dalam pelayanan publik masih
terus berlangsung, bahkan dengan skala dan pelaku yang semakin meluas,
keinginan masyarakal unluk menikmatl pelayanan pubilik vang efektif,
efisien, dan tfransparan masih amat jauh dari realitas, sepeni targambar
pada tabel berikut:

Tahel |
Masyarakal Yang Mangalarmi Kekacawain
Felayvanan Pasca Reiormasi

Lokasi
Kekecewaan Sumatera Barat | DU Yogyakarta Sulawesi Selatan
Felayanan i pnpane.a s DA
; N 0% | M ) :r M E'i':
¥a 136 | 275 | 263 | &9 | 127 25.4
Tidak A58 725 | 162 ang | 273 .0
Jumlah _494 1000 525 1000 S00 100,00

Suniber ¢ [wiyantn, 2002 1 256

Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat
sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yvang mahal uniuk
pelayanan publik, ketidak-pastian wakiu dan ketidak pastian biaya membuat
masyarakal enggan herhubungan dengan birokrasi.

Salah sam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
zebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonasia
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Momor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan  MNasional
(PROPENAS), peru disusun indeks kepuasan masysrakat scbagai tolok
ukur urtuk memlai ingkal kualilas pelavanan. 0 samping itu data indoks
kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur
pelayanan yang masin peru perbaikan dan menjadi pendomng setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
seperl terfulis  dalam Keputusan Menteri PAM Mo, KEPR2EM.
PANZ2004).

0i KMecamatan Seniolo terdapat permasalahan yang fimbul berupa
keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik terhadap pelayanan a-KTP,
masalah-masalah 1ersebul mengenal kinena para pegawai kecamatan
aentolo, pelayanan yang fidak fepal waklu, ruangan pelayanan sempit,
tonaga keamadnan tidak ads, alur prosedur pelayanan lidak ada. sdarena
d4an prasarand tidak memadai, dan kurangnya sosidlizasi pada masyarakat,
unluk by perle dikelabu Indeks Kepuasan Masyarakat guna meningkatkan
kinarja pelayanan.

Berdasarkan wurdian penjelasan dalam latar belakang oi atas, maka

masalah penelifian ini dapat dirumuskan  sebaoai berikut:

3. Berapa besar Indeks Kepuasan Masyarakal lerhadap pelayanan
-k TP di Kecamatan Sentolo Kabupatean Kulon Progo 2

4. Unsur-unsur apa saja yang paling lemah dalam pelayanan e-KTP di
Kecarmatan Seniolo Kabupailen Kulon Progo?

Merujuk pada perumusan masalah di atas, maka tujean penelitian i

adalah untuk:

1. Mengetlahu Indek Kepuasan Masyarakat ferhadap pelayanan e-KTP
di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

2. Mengoiahui unsur—unsur yang paling lemah dalam pelayanan e-KTP
di Kecamzian Sentolo Kabupaten Kulon Progo.



B. Landasan Teaori

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Fealayanan publik manjadi sustu konsep yang banyak digunakan oleh
berbagai pihak, baik oleh kKalengan birokrasi, akademisi maupun praktisi
dan dipghami dengan makna yang berbeda — beda, Pelayanan pulblik
secara sederhana dipahami sebagai  pelayanan yang diselanggarakan
aleh pemerintah. Kriteria untuk mendefinisikan berbagai pelayanan yang
dapat dikategorkan sebagai pelavanan publik menurul Dwivanto (2070
18-19) adalah ssbagai berikul;

1. Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang  publik
ataw barang yang mamiliki ekternalitas tinggi biasanya tidak dapat
disalenggarakan oleh korporasi atau diserahkan kepada pasar karend
mereha tidak dapat mengontrol siapa yand akan mengkonsumsi barang
dan jasa lersehut. Misalnya Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan
preventif dan dasar, pertahanan negara, pembersinan penoemaran
udara, dan pambangunan jalan umum.

2. Tujuan dar penyediaan barang dan jas4. Penyvediaan barang dan jasa
vang dilakukan untuk mencapat tujuan dan misi negara, walaupun
barang dan jasa bersifat privat, dapat dikatakan sebagai pelayanan
publik. Tujuan dan misi negars biasanya diatur dalam konstilus atau
paraturan perundangan lainnys. Centeh pelayanan unfuk memenubi
tujuan dan misi negara adalah pelayanan pendidikan, kesehatan dan
jaminan sosial.

Semua barsng dan jasa yang dizelenggarakan oleh pemerimah
xemudian disebut =ebagai pslayanan publik. Mendaiinisikan palayanan
publikk tidak dapat lagl ditentukan dengan hanya melihat lembapa
penyelenggaranya saja, apakah it pemenntah atau swasta. Pelayanan
publik tidak lagi tepat dipahami sebagal pelayanan aleh pamarintah, bagitu
juna pelayanan oleh swasia tidak lagi dapat dipahami sebagai pelayanan
vang diberikan oleh lembaga nen pemerintah.
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Kriteria yang selama ini digunakan untuk membedakan anlarg
pelayanan publik dan pelayanan privat tidak lagi dapat digunakan untuk
mendifinisikan pelayanan publik. Pelayanan publik harus dilihat dari sifat
pelayanan tu sendin, bukan dilihat dari sifal penyelenggara pelayanan
atau sumber pembiayaannya semaia.

Pelayanan FPublik

Felayvanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang melalui sistern, prosedur, dan metode terentu dalam
rangka pemberian pelayanan untuk memenuhi  kebutuhan A syarakat
sebagai warga negara dan merupakan perwujudan kewsjiban Aeara.
Kualitas pelayanan adalah tidak adanya kesonjangan antara pelayanan
vang diterima daf pernberi pelayanan dengan pelayanan yang diharapkan
nleh masyarakat.

Inclikator dalam menilai kinerja pelayanan organisasi publik telah
tercakup dalam Keputusan Mentzri Pendavagunaan Aparatur Megara
Momor 25M.PANS22004  yang meliputi 14 kntera. Menumt hemat
penulis dari 14 unsur dapat penulis saderhanakan menjadi 10 (sepuluh)
indikator dengan menggabungkan beberapa indikator menjadi satu,
SepCri untuk unsur persyaratan sudah masuk dalam prosedur pelayanan,
unsur fanggung jawab petugas pelayanan sudah tarcammin pads unsur
kemampuan petugas, untuk indikator kewsjaran bisya sudah lercenmin
pada kepastian biaya sedang unsur keamanan pelayanan sudah tercermin
dari kenyarmanan pelayanan. Dengan demikian indikator untuk mangukur
kinerja organisasi publik yang digunakan penulis dalam penslitian ini
adalah sebagai berikun:

1. Prosadur pelayanan 6. Keadilan mendzpatkan
patayanan

2. Kejelasan petugas pelayanan . Kezsopanan dan
keramahan petugas

3. Kedisiplinan pelugas pefayanan 8. Kepastian biaya

pelayanan



4. Kemampuan peiugas pelayanan 9, Kepastian jadwal
pelayanan
8. Kecepatan pelayanan 10. Kenyamanan [ingkungan

Indeks Kepuasan Masyarakat { IKM )

Keputusan Memien Pendavagunaan Aparaluer Megara ( Menpan )
Momaor @ KEPZEMM.PANZEZ004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintzh, vang
dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masvarakal { IKM ) adalah data dan
mformasi tentang tingkatl kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuanitatii dan kualitaiif ataz pendapat masyarakat
dalam memparoleh pelayanan dan aparsiur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara apa vang dinarapkan dan apa vandg
dilsrimanya.

Penulis menyimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Mazyarakat adalah
dafa daninformasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dslam memperaleh
pelayanan dar penyelenggara’pemberi pelayanan sesudi harapan dengan
apa yvang diterima

Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian keqgiatan penatzan
dan penariban dalam penerbitsn dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencalatan sipl, pelayanan informasi
kependudukan, pendayagunaan hasil untuk pslayanan publik dan sektar
fain (UL Mo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Reformasi administrasi kependuduksn diwojudkan dengan sistem
&-KTP berbasis Momor Induk Kependudukan (MIK)] vang dilaksanakan agar
basis daia kependudukan terhangun sacara akurat. Salah satu pelayanan
administrasi kependudukan di kecamatan adalah pelayanan e-KTP yang
menipakan identitas resmi seseorang sebagai penduduk Karu ine wajib
dimiliki cleh penduduk yang 1elah berisia 17 1ahin dan atau telah menikah.
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Pericrapan KTP elektronik (e-KTPY merupakan amanat dan Undang-
Undang (UL} Momor 23 tahun 2006 tantang Adminisirasi Kependudukan
dan serangkaian paraturan lainnya seper Perpres Mo, 35 Tanun 2010
tentang Perubahan atas Perpres no. 26 tzhun 2009 tentang Pensrapan
KTP Borbaszis NIK Secara Masional yang menyatakan aturan tata cara dan
implementasi teknis dari e-KTF yang dilengkapi dengan sidik jarn dan chip
atau rekaman elektronik yaitu alat penyimpan data clekimonik penduduk
vang dapat dibaca secara elekironik dengan alal pembaca dan sebagai
pengaman data kependudukan,

Kerangka Pikir

Bertolak dari pengertian sebagaimana diuraikan pada landasan leon
di atas, maka dalam penelitian ini unluk mengetahui tingkal kepuasan
masyarakal  dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
diperoleh denganmengukur 10 (scpuluh) unsurpelayanan, masing—masing
. 1), prosedur pelayanan; 2).kejelasan petugas pelayanan. 3).kedisiplinan
patugas pelayvanan; 4).kemampuan pelugas pelayanan; 5hkecepalan
pelayanan; ©). keadlan mendapatkan pelayanan; 7). kesopanan dan
keramaban petugas pelayanan; 8} Kepastian biaya pelayanan ; 9) kepastian
jadwal pelayanan; 10} kenyamanan lingkungan.

Bagi masydrakat Indeks Kepuasan Masyarakat  dapat digunakan
sebagai gambaran enlang kualitas kinerja pelayanan, sedangkan bagi
instans pember layanan dapat digunakan scbagai behan masubkan uniuk
menatapkan kcbhijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya. Uniuk lehih jelasnya dapat dilinat dalam kerangka pikir
berikut:
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C. Metode Penelitian

Penelitian ini berdipe deskriphif kuantilabif yang berlujuan mengetali
indeks kepuasan masyarakatl pada Kecamatan Senfolo Kabupatan Kulon
Frogo Yogyakarta, Indeks Kepuasan basyarakat adalah data dan informasi
tenlang lingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan
penyelenggara’pemberi pelayanan sesual harapan dengan apa yang
diterima.

FPada penelitian ini, tidak menggunakan hipotesis karena tidak semua
cenelilian kuantitatif memerlukan hipotesizs penelitian. Menuret Suryobroto
(1995:71), babwa "studi deskriptif hanya bermaksud membuat deskrips
mengenai hal yang diteliti". Menurul Bungin {2010:84). pada panelitian
deskrplif kuantitatif pengogunaan hipotesie dianggap tidek perlu karenz
penelitian jenis ini tidak ditujukan untuk menguji hipoiesis tetapi hanya
mendeskripsikan ataupun sekadar mengindentifikasikan data.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metods
obzervasi, kuesioner, dokumentasi. Populasi dalam peneglitian ini adalah
serfug Angoota masyarakat kecamatan Sentole vang berusia di alas 17
whun atau pemah membuat e-KTP di Kecamatan Sentole Kabupaten
¥ulon Frogo sebanyak 32,000 jiwa. Pada penelitian ini untuk menentukan
sampel menggunakan teknik sampling accidenial sampling, Menurul
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Sugivano (2007: 86), sampling incidentalfaccidental sampling adalah leknik
penentuan sampel berdasarkan kebatulan, yailu siapa saja yang secara
kebetlaninsidental bertenmu dengan peneliti dapal digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ity cocok sebagai
sumber data. Ukuran sampel sebanyak 150 responden, hal ini mengacu
pada keleniuan pada Kaeprmen PAN KEP- 25/M. PANS2/2004.

Teknik Analisa Data

Teknik Anslisis data deskrpif kuanfitalil, dengan Analisis faktor
kaputisan Menten Pendayagunzan Aparatur Megara No KEP/2EM.
FAN/Z/Z004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
{IKM) Unit Pelayanan Ingtansi Pemerintah .

Indeks Kepuasan Masyarakat dihilung dengan menggunakan nila
rata-rata terimbang yaitu:

=I-'_.'.'.".|-I':l.:l Balbar

. o F
Babaot Milzi rata-rata tertimbang=t—— = =
wrmlch Mo Lo

Jumia® Eobos _ 1 _ " . -
ardah Uroar 10 0,10 kemudian nilzi KM dihitung dengan rurmos:

—

Total dari Nilai Poracpsi Per Unsur

= Mital Pemmbang

‘I-. = 'l -l - -
‘ IR Tolal Unsur yane Terisi

Guna mampermudah inlerprestasi nilai KM yang berkisar 25-100,
maka hasil penilaian masing-masing dikal 25.

‘ Milai KM Lnit Pelayanan x 25

Hasil perhitungan tarsebut di aas dikategorikan dalam tabal 2 kategori
perhitungan sebagai bodkot:
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Tabel 2

Milai Persepsi, Nilai Interval, Konversi 1KM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit
Pelzvanzan

~ 543,75

1,00-1,75 | o Tidda k Baik
g 1,76-2,50 43766250 | C Kurang Baik
3 251335 | ELEI-RLIG | R Baik
F 3,26-4.00 | 21,26-100.00 | A Sangat Baik

Zusmben Kephlen FAMN Mo, KE PSS PANZ2004

0. Pembaha=an

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa umur
responden paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 72 tahun, responden
didominasi berurut — turat  oleh umur dewasa | 36-50 ) sebesar 46
persen atau 69 orang. disusul kaum muda [ 17 — 35 ) sebesar 36 parscn
dtau 54 orang, semenlara kaum lua { 51-65 ) sebesar .14 persen atau 21
orang dan sangat ma (51-75 ) sebesar 4 persen atau B orandg.

Karaktaristik responden bardasarkan jenis kelamin  menunjukkan
behwa responden 84 orang atau S6 persen perempuan dan sisanya
sabesar 44 persen alau 66 orang lak — laki.

Karakteristik responden herdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan
berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama 27 arang atau 18 persen,
berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas B7 orang sfau 58 persen, rezponden
berpendidikan Sarjana sebanyak 27 orang atau 18 persen dan terakhir
bemendidikan Sekolah Dasar sebanyak & aorang atau hanya sebesar 6
parsen.
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Terakhir karakierstik responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan
bahwa responden wiragwasta / pengusana yakni sebanyak 36 orang
atau 24 parsen, sementars pegawal swasta ssbanyak 3¢ orang alau
20 parsen, Pegawal Meger Sipll 24 orang atau 16 persen dan Patani B0
orang atzu 40 parsen.

2. Unsur-unsur Pelayanan

Prosedur Pelayanan: yaiu kemudahan tshapan pelavanan yang
diberkan kepada masyarzkal dilinat dan sis kessderhanaan glur. Alur
pelayanan yang jelas dan tidak berbeli-belit menjadi aspek pen ffaian dalam
unsur pelayanan ini.Hasil peneliian menunjukkan bahwa 71 parsan atau
106 orang respondern mMerasa puas dengan prosedur pelayvanan, 9 persen
slau 14 orzng menilai szngat puas, 25 orang respondan atau 17 persen
menilai tidak puas dan 5 orang responden alau 3 persen menilal sangat
tidak puas. Dengan demikian dapst disalakan bahwa alur pelayanan yang
ad4 lerUtams mengenai proses dan cara-cara masyarakat dapat dengan
mudah mendapaikan pelayvanan tanpa melalui proses yang rumit sudah
dinilai memuaskan cleh masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena Pelayanan
e-KTP menggunakan teknologl borbasis komputerisasi yang memudankan
pelayanan tanpa harus melzlui prossdur yang panjang.

Kejelasan Pelayanan: yailu keberadzen dan kepastian, pefugas
yang memberikan pelayanan temmasuk di dalamnya nama. jabatan sana
kewenangan dan isnggung jawsbnya. Penilaian responden tarhadap
kejelasan petugas pelayanan bahws 90 responden atau 80 persen
meamberixan penilaian puas. 24 grang respondsn alau 16 persen rrierilai
sangat puas . terdapat 30 orang responden atau 20 persen manilai
tidak puas dan terdzpat 6 responden glau 4 persen menilai sangat tidak
puas. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dengan mudah untuk
mendapatkan informasi mengenai ugas dan kewenangan dar pelugas
pelayanan. Sehingga masyarakat mudah unfuk mengetzhui dengan siapa
harus berhubungan sesual dengan kepeniingan atau idangnya.

Kedisiplinan Petugas Pelayanan: yaitu kesanggupan peiugas dalam
memberikan pelayanzan ierulama konsistens! wakiu kera sEsUAl keleniuan



yang berlaku, Penilaian respondenterhadap kedisiplinan peiugas pelayanan
menunjukkan bahwa 102 orang résporden atau 68 persen menilai puas,
24 orang atau 16 persan menilai sangat puas, 21 responden atau 14
persen menilai tidak puss dan 3 orang atau 2 persen menilai sangat tidak
puUas.

Kemampuan Petugas: yailu tingkat keahlian dan katrampilan yang
dimilki petugas rmembearikan pelayanan farhadap masyarakat. Penilaian
responden terhadap kemampuan petugas pelayanan menunjukkkan bahwa
126 orang responden atau B4 persen menilai puas, 18 orang atau 12 parsen
menilal sangat puas, 2 petsen atau harya 3 orang responden yang manilai
tidek puas dan 2 perzen atau 3 orang vang menilai sangat tidsk puas.
Sebagian masyarakat sudsh merasa puas dengan kemampuan petugas
pemben pelayanan. Kemampuan ini meliputi aspek pengetahuan dan
ketarampilan. Sehingga dapal dikalakan jugs bahwa aspek pengetabuan
dan keterampilan petugas dalam mamberikan pelayanan sudah baik.

Kecepatan Pelayanan: yaitu target waktu dapat diselesaikan dalam
waklu yang lefah ditentukan oleh unit penyelenggara. Kemampuan petugas
Entl memberikan pelayanan secara cepat dan akurat sudah dinilai
mamuaskan nlah sehagian besar masvarakal, Pelayanan yang diberkan
secdara cepat tanpa harus membuat masyarakat manunggu lama temyata
mendapal penila@n positil di maia masyarakat.

Keadllan Pelayanan: vailu pelaksansan pelayanan dengan tidak
membedakan golongandstatus  masyarakal yang dilayani. Penilaian
responden  terhadap keadilan dalam  mendapatkan pelayanan
menunjukkkan bahwa 96 responden tau 63 porsen menilai puas, 3
arang atau 2 persen menilal sangal puas, 39 orang responden atau 26
parsan menilai tidak puas dan % parsen menilai 2angal lidak puas. Aspek
keadilan, terutama membenkan pelayanan yang sama pada Sermud orang
tanpa membeda-bedakan. adanys kesamaan hak kepada pengguna
layanan. Tidak menciplakan peredaan pelayanan (diskrimingtif) terhadap
pihak yang dilayani, misalnya =aja adanya perbedaan ras/soku, agama,
jenis kelamin, kedudukan seseorang, masih terdapat 38 responden atau
26 persen responden merasa tidak puas dan 8 persen menilai sangat tidak
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puas dengan keadilan pelayanan, Alasan ketidakpuasan karena kurangnya
budaya antri dalam pelayanan, penggunazan nomor wrul pelayanan
diperukan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan masyarakat pengguna
layanan merasa tidak dibeda-bedakan dan merasakan keadilan.

Kesopanan & keramahan Petugas: yailv sikap dan perlaku petugas
dalam memberikan palayanan kepada masyarakal secara sopan dan ramah
serta salng menghargai dan menghormati. Penilaian responden terhadap
Kezopanan dan keramahan pelugas pefayanan menunjukkkan bahwa 117
prang responden atau 78 parsen menilai puas, 24 orang atau 18 parzen
menilal sangal puas. 2 persen atav 3 orang responden yang menilai tidak
puas dan 4 persen alau & orang responden yvang menilai sangat fidak
puas. Dalam marmberikan pelayanzn, peiugas sudah dinyatakan baik oleh
masyarakat dalam hal keramahan dan kesopanan. Pada saat melayani,
Sikap ramah dan sopan ditunjukkan oleh petugas, sehingga masyarakat
pUN rerasa senang dan nyaman aas pelayanan yang diberikan,

Kepastian Biaya: Pengurusan e-KTP tidak dibedakukan pamungulan
bisya kepada masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat gratis untuk
melakukan pengurusan o-KTP tersebit. Penilaian responden tarmadap
biaya pslayanan pada gambar 4.16 menunjukkkan bahwa 102 orang
responden atau 68 persen merilai puas, 27 orang atau 13 persen menilai
sangat puas, 10 persen atau 15 erang responden yang menilai tidak puas
dan B orang atau 4 persen menilal sangat fidak puas,

Kepastian Jadwal Pelayanan: yaiu pelaksanaan wakiu pelayanan,
jadwal waktu palayanan memeriukan perhatian khusus, bagi masyarakat
wakiy sangsiiah diperhitungkan, jam berapa  seharusnya pelayanan
dibuka dan jam berapa ditutup, pada saat jam pelayanan harus selal
ada petigas, meskipun pada jam istirahat. Panilsian responden terhadap
kepastian wakiu penyelesaian e-XTF, menunjukkan bahwa 6 orang
responden atau 4 parsen menilai sangal lidak puas 60 orang aiaug 40
persen menilai  tidak puas, 54 parsen menilai puas  dan 2 persen
aiau 3 orang responden yang menilsi sangat puas. Adanya penilzian
ketidakpuasan oleh responden teradi karena jadwal yang berubah dari
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pihak dusun, selain ity juga antrean yang panjang membuat masyarakat
harus menunggu hebarapa wakiu untuk mendapaikan giliran.

KenyamananPelayanan: yaitukondisisaranadanprasarand pelayanan
vang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penenma pelayanan. Penilaian responden tarhadap kenyamanan
ingkungan dalam mendapatkan pelayanan tadinat menunjukkkan bahwa
%3 responden atau 62 porsen menilai puas, 153 orang &iau 10 perssn
menilai sangai puas, 33 orang responden ataue 22 persen menilai fidak
puas dan & persen menilai gangat tidak puas. Lingkungan pelayanan
dinitai nyaman, bersih dan rapi, =elain itu juga ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang termasuk keberadzsan ruang tungogu, toilel, lempst
ipadah, majalah,televisi, kursi, dil menjadi komponen penilaian aspek ini
Ketersediaan sarana dan prasarana lersebul kurang memadai sehingga
membual masyarakal kurang nyaman untuk mendapatkan pelayanan.

Dvari pambahasan terhadsp temuan hasil penelifian ssbagaimana
digambarkan pada Unsur-unsur pelayanan di atas, unlek mengetahu
iebih jelas lentang penilaian respondsn terhadap unsur — unsur palayanan
g-KTP pada kecamatan Sentolo yang menjadi perhatian khusus ontuk
perbaikan, maka kategor penilaian responden dapat disederhanakan
dalam 2 kategori vaitu : Puas dan Tidak Puas, Puas merupakan gabungan
dari Fuas dan Sangatl Puas, sedangkan Tidak Puas merupakan gabungan
antara Tidak Puas dan sangat Tidak Foas.
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Tabel 3

Peniiaian Kapuasan Masyarakel

SumkbEsr ; Dala Primers dicfzh, 2012

Unsl.'lr. . S Puas. i} Tldali.' F"uas Rﬂngkmg
_' '.. | Frekeensi | % Fre’l-:uénsk ':H':‘; -.: L KEpuasan
_“J_.-ﬁrnt.:-*dur Feld',.'andrl 120 ui] 0 90 & |
2. Eejelasan Pelayanan 114 26 2 24 + I
3. Kediziplinan Petugas 175 1 ¥ :-i.f:_- -
e e B S
5. Kecepatan F'Fla','anan o= _”3- H?h T i'.-‘ """"" -lE ""_'“'5'_“'__'":
6. Keadilan Pelayanan : aq 6a - 33 ! 3
7. Kesopanan & Kerammahan : S8 5 1 g i 2
R. Kepastzn Biaya = 141 4t i a1 14 3
9. Kepastan Jadwal Pelayanan i 54_ e | - 56 41 -
1. Kenyamanan Pelayanar 108 j 33 13 I3 g

Dari data hasil pengolehan sebagaimana ditujukkan pada tabel 3 di
atas unsur — unsur pelayanan yang paling lamah dalam pelayanan e-KTP
ditunjukkan dengan angka peringkat teringgi yaitu peringkai 10, sehingga
diperlukan perhatian khusus oleh Kecamatan Sentolo.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penghilungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah
nilai dari setiap unil pelayanan diparmleh dand jumlah nilai rata-rata setiap
unsur pelayvanan. Sedangkan nilai indcks komposit {gabungan) untuk
safiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rales dan seliap unsor

pelayanan dikalikan dengan pernimbang yang sama, yaitd 0,10,
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Tabel 4
Indeks Kepuasan Masyarakat

{"1: P'rusel:lre EYanan

2. Kzjelasan Pelzyanan i 4332 2,88 i

| 3. Kedisiplinan Petugas 47 708
4, Kemampuan Petugas 455 3.0e R

| 5. K=cepatan Prlayzaman 444 2,06

: 6. K=adilan Pelayanan 340 260

. 7. Kazpopanzn E Kermmahzan 455 3,06

' 2. Kepastian Biaya A450 3,00 =2

| 9, Kepastian Jadwal Peloyanan | 381 . 254 i
10 Kenyvamanan Pelavanan | 414 2,76
Jurnlah |"-|1|ai Hata=ﬂam Temm_lﬁrfg S '= =

Inu:leks Hepuasan Mas'.rarabat HHI'..-'E] = E,S?EH: 15 E'IL?E

Sumkber : Data Prmer diolah, 2012

Cengan demikian dapat disimpulkan, besamya tingkat kepuasan
masyarakatl yang ditunjukkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat {IFA)
tarhadap pelayanan e-KTP pada Kecamatan Sentolo 71,75 apabila
dikonversikan ke dalarm tabel kepuasan masuk dalam komversi [K 62,51-
81,25 dengan kategori B Mutu Felayanan Baik, Kinara Pelayanan
Baik.
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E. Penutup

Kezsimpulan

Mamjuk pada hasil pembahazan sebagaimana dibahas pads bagian
Fembzhasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut
1. Indek Kepuasan Masyarakat { IKM } terhadap pelayanan e-KTP pada

Kecamalan Sentelo sebesar 71, 75 apabila dikonversikan kedalam tabel

kepuazan masuk dalam konversi IKM 62 51-81,25 dengan kategori B

hMutu Pelayanan Baik, Kinerja Felayanan Baik.

2. Unsur—unsur pelayanan a-KTP pada Kecamatan Sentolo vang paling
lemah secara berturut — turut adalab sebagai berikut

4. Kepastian jadwal pelayanan menduduki uradan ke 10 (unsur
paling lemah), sebanyak 66 respondan [ 44% | menilai tidak puas
dan sebanyzk 84 raspondzn { 56 % ) menilzi puas.

b.  Keadilan mendapatkan pelayanan menduduki ranking ke @ { unsur
paling lemah ke 2) sebanyak 51 responden {32 95 ) menilai tidak
puas dan 99 responden {68 %% ) menilai puas,

c. Kenyamanan lingkungan mendapatkan pelayanan menduduki
ranking ke 8 { unsur paling lemah ke 3), sebanyak 42 responden
{ 2B % ) menilai lidak puas dan 108 responden | 72 % ) menilai
pUas.

Rekomendasi

sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas peiayanan e-KTF di Kecamalan Sentolo diwaktu
mendatany, meoskipun secara Wmem tingkat kepuasan masyarakat vang
ditajnjllkkan dengan  Indeks Kepuaszan  Masyarzkst termasuk dalam
kategor. Baik, herdasarkan kesimpulan di atzs, maka dapal disampaikan
rekomendasi sebagai barikut:
1. Perdu adanya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan tenlang

prosedur, persayaratan. binys serta jadwal pelaksanaan pelayanan.
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Sosialisasi im bisa dilakukan dengan mencantumkannya di papan
informasi Kecamatan yang mudah dilihat oleh masyarakat. dan juga
dikinmkan ke kelurahan dan desa-desa diwilayah kecamatan Sentolo.
sehingga =ejak mulai ditingkat kelurahan dan desa masyarakal
sudah biza mempersiapkan did untuk melengkapi =egala keparduan
persyaralan pelayanar,

Barkaitan dengan prosedur, dapat disusun pedoman alur proses
pElayanan masing-masing item pelayanan dari awal hingga akhir dan
difernpatkan di lokasi yvang mudah terlibat misalnya di ruang tunggu
atall teras sehingga lebih mudah dilihat dan dipabhami oleh masvarakat.
Dengan diagram alur tersebut bisa memberikan EKejefasan hagi
masyarakat terhadap tahapan-tahapan proses pelayanan.
Ferlukeadilandalam mendapatkan pelayanan, pelayanan dilaksanakan
dengan lidak ada disknminasi. Kepada masyarakat vang memasukkan
berkas eecara lengkap diberikan fanda terima dan nomaor urul.
kenyamanan lingkungan perlu  diperhatikan dengan  menjaga
kebersihan fasilitas sarana dan prasaranz seperti fasilitas ruang
tungou, toilet dan iempat ihadah.

Pedoman peningkalan kualitas pelayanan,  dipriorilaskan  pada
unsur yang mempunyai nilal paling rendah, sadangkan unsur yang
mempunyai nilal cukup tinggi harus istap dipefahankan.
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